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Abstract

Law No. 41 of 2004 concerning Endowments was originally motivated by the
aim of advancing the welfare of the people, so this Law made ownership rights to the
apartment units as property of wagf. This paper aims to examine further the extent to
which property rights to flats are accommodated by Islamic Law and Law. In this
study the author uses descriptive analytical and descriptive deductive methods,
theoretically this discussion is expected to be useful as an objective, efforts to
develop scientific insights for writers and the wider community, and can be useful for
institutions or agencies related to endowments.

The results of this study are the ownership rights to the apartment units having
economic value, namely by renting out their benefits to other parties. While the
proceeds from rent are intended for endowments. Thus the issue of the representation
of property owned has been regulated, regulated and directed in such a way that it
truly fulfills the objectives in the representation in accordance with Islam.
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Undang Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pada mulanya
dilatarbelakangi dengan tujuan memajukan kesejahteraan umat, maka UU ini
manjadikan hak milik atas satuan rumah susun sebagai harta benda wakaf. Tulisan ini
bertujuan untuk mengkaji lebih jauh sejauh mana wakaf hak milik atas rumah susun
diakomodir oleh Undang-undang dan Hukum Islam. Dalam penilitian ini penulis
menggunakan metode deskriptif analitik dan deskriptif deduktif, secara teoritis
pembahasan ini diharapkan bisa berguna sebagai tujuan, upaya pengembangan
wawasan keilmuan bagi penulis maupun masyarakat luas, dan bisa berguna bagi
lembaga atau instansi yang berhubungan dengan wakaf.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah hak milik atas satuan rumah susun
memiliki nilai ekonomis yakni dengan menyewakan kemanfaatannya kepada pihak
lain. Sedangkan hasil dari uang sewa diperuntukkan untuk tujuan wakaf. Dengan
demikian persoalan tentang perwakafan tanah milik ini telah diatur, ditertibkan dan
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diarahkan sedemikian rupa sehingga benar-benar memenuhi tujuan dalam
perwakafan sesuai dengan ajaran Islam.

Kata Kunci : Wakaf, Hukum Islam
A. Pendahuluan

Islam memiliki hubungan yang erat dengan kesejahtraan sosial.
Kepedulian terhadap sesama manusia merupakan manisfestasi dari keimanan.
Oleh karena itu pemahaman dan pengamalan yang baik terhadap ajaran Islam
seharusnya dapat mengantarkan manusia untuk peduli terhadap sesama.Dalam
banyak ayat Qur’an kata Iman dengan berbagai derivasinya seringkali dikaitkan
dengan amal saleh. Dalam hal ini maka harus dipahami bahwa peridikat saleh
tidak hanya didapat dengan doa-doa, zikir-zikir, dan ritualitas keagamaan
lainnya, namun juga pada perwujudan, manifestasi, dan apresiasi keimanan
dalam praktis sosial. Upaya untuk menolong sesama manusia Yyang
membutuhkan baik dengan harta, tenaga ataupun pikiran dikenal dengan istilah
filantropi.

Salah satu Bentuk Filantropi dalam Islam adalah wakaf. Dalam konteks
Indonesia, perhimpunan dana melalui wakaf bukanlah hal yang baru. Sejak
masuknya Islam ke Nusantara teuratama setelah berdirinya kerajaan-kerajaan
Islam. Akan tetatapi praktek wakaf yang berkembang pada saat itu hanya pada
wakaf benda tidak bergerak dan diperuntukkan untuk pembangunan fisik
seperti masjid, mushola, pesantren, kuburan dan lain-lain.

Pengelolaan wakaf di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh pemahaman
nadzir wakaf terhadap fikih madhhab Syafi’i. Menurut madhhab Syafi’i ketika
wakif mewakafkan hartanya maka wakif tercegah untuk mentasharufkan atas
harta yang telah diwakafkan.

Perubahan zaman dengan berbagai inovasi-inovasi yang relevan,
berimplikasi pada perkembangan wakaf, terbukti dengan bentuk-bentuk wakaf
yang beragam. Di Indonesia sendiri, saat ini wakaf kian mendapat perhatian
yang cukup serius dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 41 tahun 2004
tentang wakaf dan PP No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya. Sebelum
lahirnya Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, Orientasi
pelaksanaan wakaf hanya terbatas pada rumah-rumah peribadatan seperti
masjid, sekolah,kuburan dan sarana keagamaan lainnya. Dengan lahirnya
Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf, maka diharapkan
pengelolaan wakaf dapat berkembang dalam segala aspek, tidak hanya dalam
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aspek pemikiran, tetapi juga berusaha membuat inovasi dan langkah terobosan
dalam mengelola harta wakaf agar dapat dirasakan mamfaatnya secara luas bagi
masyarakat.

Salah satu dari bentuk perkembangan konsep wakaf adalah wakaf
terhadap hak milik atas rumah susun.Hal ini diatur dalam pasal 16 (2) UU No
41 tahun 2004 tentang wakaf. Rumah Susun sendiri telah diatur dalam UU
Nol6 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun, dalam UU tersebut disebutkan
bahwa:

“Rumah susun adalah bangunan atau gedung bertingkat yang dibangun
dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian- bagian yang
distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal dan vertikal, serta
merupakan satuan- satuan yang dapat dimiliki dan digunakan secara
terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian
bersama, benda bersama, dan tanah bersama.' Pemilik adalah
perseorangan atau atau badan hukum yang memiliki satuan rumah susun
yang memenubhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah.*

Mengkaji wakaf hak milik atas satuan rumah susun sebenarnya
membahas perluasan makna harta benda wakaf yang inovatif dalam UU No 41
Tahun 2004 Tentang Wakaf untuk kesejahteraan umat. Gairah
penulis/penyusun kemudian bangkit untuk mengkaji wakaf hak milik atas
satuan rumah susun, disamping keinginan untuk menganalisa hukum satuan
rumah susun menurut perundang-undangan yang berlaku juga dikarenakan
terjadi pergolakan pendapat fikih Islam yang tajam dalam rumah susun yang
karena di dalamnya terdapat unsur bersama atas hak dalam rumah susun. Unsur
kebersamaan tersebut disebutkan dalam pasal 8 (3) UU No 16 Tahun 1985
Tentang Rumah Susun, hak milik atas satuan rumah susun juga meliputi hak
atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama, yang merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan yang bersangkutan.

Tulisan ini hanya difokuskan pada pembahasan wakaf hak milik atas
rumah susun berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu UU nomor 16
Tahun 1985 Tentang Rumah Susun dan UU No 41 Tahun 2004 Tentang
Wakaf. Selain itu tulisan ini juga mencoba untuk mencari titik temu antara UU
nomor 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun dan UU No 41 Tahun 2004
Tentang Wakaf dan pendapat Ulama’ fikih perihal wakaf. Sehingga dapat

1 UU No 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun, Pasal 1 (1)
2 UU No 16 tahun 1985 Tentang Rumah Susun, Pasal 1 (7)
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ditemukan relevansi antara UU nomor 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun
dan UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Hukum Islam.

B. Pembahasan
1. Wakaf dalam Islam

Secara bahasa, wakaf berasal dari bahasa Arab al-wagf bentuk
masdar dari wagafa—yagifu-waqgfan.® Kata al-waqf semakna dengan kata al-
habs bentuk masdar dari habasa- yahbisu-habsan yang artinya menahan.’
Kata wagafa dalam bahasa arab merupakan sinonim dari dari kata habasa-
yahbisu- habsan yang menurut bahasa juga berarti menahan. Wakaf juga
dapat diartikan benda bergerak atau tidak bergerak yang disediakan untuk
kepentingan umum (Islam) sebagai pemberian yang ikhlas, Kkata
“mewakafkan” berarti memperuntukkan bagi umum atau keperluan yang
berkaitan dengan agama.” Rasulullah SAW menggunakan kata al- habs
dalam menunjukkan pengertian wakaf. Dengan demikian yang dimaksud
dalam pembahasan ini ialah menahan (al- habs), yaitu menahan suatu harta
benda, yang manfaatnya diperuntukkan bagi kebajikan yang dianjurkan oleh
agama.®

Dari berbagai pengertian wakaf menurut bahasa di atas, dapat
disimpulkan bahwa al-habs maupun al-wagf sama-sama mengandung
makna menahan harta benda baik bergerak atau tidak bergerak serta
manfaatnya didermakan/ diperuntukkan untuk kepentingan umum selama
dibenarkan oleh agama atau kepentingan yang berhubungan dengan agama.

Sedangkan secara istilah para ulama figh berbeda pendapat.
Mereka mendefinisikan wakaf dengan definisi yang beragam, di antara
definisi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Mazhab Hanafi
Taloall b o1y Aadially Baaill 5 88 )l oS (o Gl G
"Wakaf adalah menahan harta dibawah tangan wakif, dan
menyedekahkan manfaatnya, meskipun secara global.

® AW. Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, (Surabaya: Pustaka
Progressif, 1997), 1576.

* al- Sayyid Sabiq, Figh al- Sunnah, Juz Ill, (Kairo: Dar al- Fath, 1995), 515.

® Departeman Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: PT Gramedia
Pustaka Utama, 2008), 1553.

® Departemen Agama, Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam, (Jakarta: Dirjen Bimas
Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2005), 13- 14.

" Ibn Abidin, Khasyiah Radd al- Mukhtar, Juz IV (Beirut Lebanon : Dar al- Fikr, 2005), 532.
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Dalam kitab Syarkh Fath al- Qadlir, Burhanuddin Ali bin Abi
Bakr al- Marghinani memberikan pengertian:

A Jiay iy sl 5 gl e e el G Aia i e g 580 g
8 i

“Menurut Abu Hanifah, wakaf adalah menahan atas
kepemilikan harta wakif dan kemanfaatannya disedekahkan, serta wakaf
disejajarkan dengan ‘ariah (pinjaman)”

Atas dasar pengertian wakaf madzhab Hanafi di atas wakaf adalah
menahan harta benda tanpa menghilangkan hak kepemilikan benda tersebut
dan manfaatnya disedekahkan untuk kebajikan. Kepemilikan terhadap harta
wakaf masih milik wakif karena dikategorikan dengan istilah ‘ariah
(pinjaman).

Kelompok Hanafi membolehkan menjual dan menukar sekalian
benda-benda wakaf khas dan ‘am kecuali masjid. Mereka membolehkan
tersebut dengan tiga keadaan, yaitu:

1. Orang yang berwakaf mensyaratkan hal itu ketika berwakaf
2. Harta wakaf itu tidak dapat dimanfaatkan lagi
3. Pertukaran itu mendatangkan manfaat yang lebih baik dan harga
yang lebih mahal.’
b. Madzhab Maliki

Mazhab Maliki bependapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan
harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut
mencegah  wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan
kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif
berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik
kembali wakafnya. Perbuatan si wakif menjadikan manfaat hartanya untuk
digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf), walaupun yang di milikinya itu
berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti
mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf
untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain,
pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi
membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian
manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif.

# Kamaluddin Muhammad bin Abdul wahid, Syarkh Fath al- Qadir, Juz VI (Beirut Lebanon:
Dar al- Kutub al- Ilmiah, 1995), 189- 190.
% Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Figih Wakaf., (Departemen Agama RI. Jakarta:2006). 2
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Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak
boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).’

Wakaf menurut interpretasi Malikiyah, tidak terputus hak si wakif
terhadap benda yang di wakafkan. Yang terputus itu hanyalah dalam hal
bertasarruf. Malikiyah beralasan dengan hadits Ibnu Umar. Ketika
Rasulullah menyatakan, “jika kamu mau, tahanlah asalnya dan
sedekahkanlah hasilnya”. Dari kalimat ini menurut Maliki adalah isyarat
dari Rasul kepada umat untuk mensedekahkan hasilnya saja.™

Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa
tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta
menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan
pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat
benda secara wajar namun benda itu tetap menjadi milik si wakif.*?

Adapun Ulama Maliki berpendapat bahwa harta wakaf tidak boleh
di jual dalam tiga keadaan, yakni:

1. Orang yang mewakafkan mensyaratkan tidak boleh menjual sewaktu
ada perjanjian wakaf tersebut, lalu ia mengikuti syarat itu.

2. Benda yang di wakafkan itu termasuk jenis benda yang bergerak dan
tidak pantas bagi pihak si penerima wakaf lalu benda wakaf itu
dijual dan harganya di belikan pada hal yang seumpama dan
sebanding dengannya.*®

3. Tumbuh-tumbuhan yang dijual itu untuk kepentingan perluasan
masjid atau jalan pekuburan dan pada hal-hal lainnya yang tidak
boleh dijual.*

C. Madzhab Syafi’i

Istinbath al- hukmi wakaf menurut madzhab Syafi’i adalah hadits
Umar R.A yang menunjukkan bahwa wakif tercegah atas pentasharuffannya
atas harta wakaf yang karenanya pula kata habs diartikan —dimaknai-
dengan pengertian g -tercegah- yang dalam hal ini tercegahnya harta untuk
dimiliki dan tercegah untuk ditasharufkan atas kepemilikan. Berdasarkan
atas serangkaian peristiwva amaliah wakaf sejak awal Islam hingga sekarang
menunjukkan makna tentunya bahwa wakaf atas harta untuk kebaikan dan

' Ipid. 2-3.

" Ibid, 4.

12 Suparman Usman, Hukum..., 25.

3 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Figif..., 4.
! Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Figif..., 3.
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tercegahnya wakif untuk mentasharufkan atas harta yang telah
diwakafkan.®

Berdasarkan pengertian ini, mazhab Syafi’i memiliki sikap yang
sangat tegas terhadap kepemilikan harta wakaf, yaitu dengan sahnya wakaf
maka kepemilikan harta wakaf telah berpindah kepada Allah, dalam arti
milik umat, dan bukan lagi milik orang yang mewakafkan dan juga milik
nadzir pekerja pengelola wakaf.*

d. Madzhab Hambali

Ahmad bin Hambali mengemukakan ijtihadnya bahwa apabila
seseorang telah mewakafkan hartanya, maka ia tidak lagi memiliki kekuasan
bertindak atas harta benda yang diwaqgafkan tersebut, dan wakaf berlaku
untuk selamanya. Hambali juga mengemukakan bahwa harta yang telah
diwakafkan tidak boleh ditarik kembali. la juga mengemukakan ijtihad
bahwa benda yang diwakafkan itu haruslah benda yang boleh dijual, namun
setelah menjadi wakaf tidak boleh dijual.*’

Dalam hal ini, Suparman  Usman dalam bukunya Hukum
Perwakafan di Indonesia menjelaskan bahwa Madzhab Hambali sependapat
dengan Madzhab Syafi’i dalam mendefinisikan wakaf, yang intinya hasil
dari benda (wakaf) tersebut digunakan untuk kebaikan dalam rangka
mendekatkan diri kepada Alloh SWT. Atas dasar itu, benda wakaf tersebut
lepas dari pemilikan si wakif dan menjadi hak Allah SWT. Kewenangan
wakif atas harta itu hilang, bahkan ia wajib menyedekahkan sesuai dengan
tujuan wakaf.*®

Wakaf menurut para imam mazhab merupakan suatu perbuatan
sunnat untuk tujuan kebaikan, seperti membantu pembangunan sector
keagamaan baik pembangunan di bidang material maupun spiritual.
Sebagaimana halnya zakat, wakaf merupakan income dana umat islam yang
sangat potensial bila dikembangkan. Sebagai contoh, Mesir yang telah
berhasil memprogramkan wakaf sejak seribu tahun yang lalu.*®

Menurut Syaikh Muhammad al-Sharbini al-Khatib mendifinisikan
bahwa wakaf adalah menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan

15 Wahbah al- Zuhailli, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu Juz X (Beirut: Dar al-Fikr,1997), 7603.
16 Departemen Agama, Wakaf Tunai..., 18.

" Wahbah al- Zuhailli, al-Figh..., 7605

'8 Suparman Usman, Hukum..., 25.

9 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Figif..., 3.
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menjaga keamanan benda tersebut dan memutuskan kepemilikan barang
tersebut dari pemiliknya untuk hal-hal yang dibolehkan.?

Jumhur ulama, yakni mayoritas pakar hukum Islam, dan dua tokoh
Hanafiyah, Abu yusuf dan Muhammad, sebagaimana dikutip Juhaya S.
Praja dari kutipan Abdullah Wahhab Khallaf mengungkapkan bahwa wakaf
ialah menahan benda untuk tidak dimiliki oleh seseorang serta
menjadikannya dalam status hukum milik Allah SWT, serta mensedekahkan
manfaat untuk berbagai bentuk kebajikan, baik kebajikan duniawi, maupun
ukhrawi.?

2. Objek Wakaf Menurut Ulama’ Fikih
a. Madzhab Hanafi
Kriteria benda wakaf yang ditetapkan oleh madzhab ini adalah:
O8O, Lastae g sall 055 (). e Lagiiia Yle i ghgall ()5S O
2213 ke o pall (5% o, el LS A g a1 1S Lo g8l
“Harta benda wakaf adalah harta yang bernilai dan tidak bergerak...dapat
diketahui...dapat dimiliki dengan sempurna dengan kepemilikan yang
sempurna...terpisah dari kepemilikan pihak lain (bukan harta bersama)”
23 Jaall Lyl S 131 Y1 13 g sl (gl 488 3 9oy Dl
“Boleh wakaf harta tidak bergerak jika disertakan pula harta tidak
bergerak.”

b. Madzhab Maliki
Ua)) ga i jaadl ddla) e AlSga gl 4d) gl (@ glae (il aa)
3 G 5l QS Sl Caaan gl Ll 5l aass 53k ) Cgila )l )
a5l gl sl Al
“Menurut madzhab Maliki, wakaf atas harta yang dapat dimiliki adalah
sah. Dalam pengertian madzhab Maliki harta wakaf bersifat umum dengan
batas dapat dimiliki (karena bertendensi bahwa wakaf adalah menahan
harta dengan mentasharufkan manfaatnya tanpa melihat harta itu bernilai
atau tidak) seperti halnya tanah, rumah, toko, jembatan, masjid,

%0 Syaikh Muhammad al-Sharbini al-Khatib, Mughni al-Muhtaj (Mataah al-Babiy al-Halabi
1958 M) 11: 376.

2L Juhaya S Praja, Perwakafan di Indonesia ; Sejarah, Pemikiran, Hukum dan
Perkembangannya, (Bandung: Yayasan Piaral995), 50

?2 Wahbah al- Zuhailli,...., 7635.

% < Alauddin al- Kasani,..., 349.

* Muhammad “Ulaysh, ..., 109-110.
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penginapan, mushhaf, buku, hamba sahaya, binatang, segala jenis benda

1

atau yang lainnya.’

Selain pengertian di atas, mamluk juga didefinisikan sebagal
Bisdial) ey el alle Jas
“Sesuatu yang mencakup kepemilikan atas dzat dan kepemilikan atas
manfaat”.

Sedangkan al- aqor menurut madzhab maliki adalah:
)M@uu}.u;}uusa\ B ‘UAJ\MM\ALPJ,@USAJ&\A
Q%HJ\) LIS 3 A0 JE Se 43 5 43 5la
“Sesuatu yang sama sekali tidak bisa dipindah dan dialihkan seperti tanah,
atau bisa dipindah dan dialihkan dengan adanya perubahan bentuk dan
keadaannya karena proses pemindahan dan pengalihan seperti bangunan
dan pohon”.
Sedangkan al-manqul adalah:
G)slas 4 Lo Ald e AT ) u‘sﬁw‘&)&)dﬂu&‘uﬁ
261 5205 el Ll N eSElg N
“Sesuatu yang bisa dipindah dan dialihkan dari satu tempat ke tempat yang
lain dengan tetapnya bentuk dan keadaan benda tersebut seperti semula,
seperti pakaian, kitab, kendaraan dan semisalnya”.
Al-Mugowwam adalah:
el i g8 4y gyl ¢l FUS Jadll 1558 98 LK
' PR AT
“Sesuatu  yang  dihasilkan oleh  suatu perbuatan dan syara’
memperbolehkan untuk mengambil manfaat darinya, seperti benda-benda
tak bergerak, benda-benda bergerak, makanan dan semisalnya”.*’
Sedangkan al-mitsly adalah:
‘;umuj\mm\hjj\m\ﬁ\@ujm}c wd\y‘ﬁ\‘_gdudu
b 5A5 G ey Sl CYLRIS (Jadl
“Sesuatu yang memiliki pepadan di pasar tanpa adanya perbedaan jauh
dalam bagian-bagiannya dalam transaksi, seperti barang-barang yang

bisa ditakar, ditimbang dan semisalnya”. 28

% Al-Dasuqi, Hasyiyah al-Dasuqi. (Beirut Lebanon: Dar al- Kutub al- limiah, 1996), 20.
?® Wahbah al-Zuhaili,..., 2882.

" Ibid.

% Ibid. 2885.
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Secara umum menurut madzhab Maliki, semua yang dapat dimiliki,
baik itu berupa benda (baik tidak bergerak ataupun benda bergerak) atau
berupa manfaat dari suatu benda boleh untuk diwakafkan.

C. Madzhab Syafi’i
Jsiiay Jlie gy muans Ola)s asrhaal glai¥l ol Casdisalls
29&&}
“Harta wakaf ialah manfaatnya bersifat kekal, tidak sah wakaf makanan
minyak wangi. Wakaf atas harta tidak bergerak, harta bergerak dan harta
bersama berhukum sah.”
sl o Lgie Juaany Jall 8y 1SLe 4 slas A Line 43S Chigall a yii
3045 jla) s Ardiia i 323 18 Lgiue
“Syarat harta wakaf ialah harta milik yang bergerak yang memberikan

)

faedah atau manfaat yang dapat disewakan.’
Ol (g Liayg) 48 onall pall (Js8ia g )glea¥l (Ulie 885 )man
eltia IS jae 5 Y lgiiaa 5) dlan 8 Jea
“Wakaf harta tidak bergerak secara ijma’ ulama sah, sah mewakafkan
harta bergerak dan harta bersama meskipun kadar dan sifatnya tidak
dapat diketahui sebagaimana Umar RA juga melakukan wakaf harta
bersama.”
332l gl Aamaa s sl (saline gl ALl e 5l Ly iy )
e Aaall 4y ity @l slaa 43 0 3l s eaal) | (Lagd) Dlia 5 jlaione
32( e oy
“Jika wakaf atas bangunan atau tanaman diatas tanah sewa baik sewa itu
sah atau tidak atau diatas tanah pinjaman maka menurut yang ashah
adalah boleh. Hal demikian ini, karena bangunan atau tanaman tersebut
diambil manfaatnya disertai kekalnya harta wakaf. ”
) 20 Lgindiag (m e )5 latuse () (B (el g2 ) eliy i 5 raan
35 jalina
“Sah wakaf bangunan atau tanaman diatas tanah pinjaman atau karena
wasiat untuk diambilnya kemanfaatan atas tanah itu atau bangunan dan
tanaman itu diatas tanah sewa juga sah.”

# Al Syarbini..., 511- 512.
%0 Syamsuddin al- Ramli. Nihayat al- Muhtaj. Juz V ( Beirut: Dar al- Fikr, tt), 360.
31 -
Ibid. 362.
% 1bid. 363.
%% Abd al- Rauf. Taisir al- Wukuf. (Makkah: Nizar al- Musthafa, 1998), 47.
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menurut madzhab Syafi’i
harta wakaf adalah harta yang manfaat dari harta wakaf itu kekal abadi,
tidak habis dengan sekali pakai, untuk itu tidak sah makanan dan minyak
wangi digunakan untuk wakaf. Wakaf atas harta tidak bergerak sah secara
ijma’ ulama dan harta tidak bergerak dan harta bersama (badan hukum).

d. Madzhab al-Hanbali

aie el pe 4y F Y jla g dzy Ola Laddiy gag 3l o) dllddlas

il 5 BV 5 Bl 5 i gaall 5 HaRIIS Slata 1y 8y Slal (1S

34‘51:J
“Kesimpulannya, sesuatu yang dapat diwakafkan adalah sesuatu yang
dapat diperjual belikan dan dapat diambil manfaatnya disertai dengan
tetapnya atas benda tersebut seperti ‘aqar (harta tidak bergerak,

binatang, pedang, perkakas rumah, dan lain- lain.”

Dari beberapa ketentuan syarat- syarat harta benda wakaf menurut
empat madzhab di atas, dapat disimpulkan bahwa harta benda wakaf
adalah;

1)  Harta yang bernilai.

2)  Harta yang bermanfaat.

3) Bukan barang cepat habis bila dipakai atau diambil
manfaatnya.

4)  Harta tidak bergerak (tanah, bangunan, dan tanaman),

5) Harta bergerak, kecuali madzhab Hanafi yang menjadikan
syarat harta benda wakaf adalah tidak bergerak. Harta yang
bergerak dapat diwakafkan jika mengikuti harta yang tidak
bergerak.

6) Harta bersama, kecuali madzhab Hanafi yang mengisyaratkan
harus milik penuh.

Mengenai status harta wakaf tersebut diatas, terdapat perbedaan
pendapat dikalangan Ulama’ Islam. Menurut Madzhab Syafi’l, wakaf
merupakan ibadah yang disyari’atkan, jadi wakaf dipandang sah apabila
yang berwakaf mengucapkan pernyataannya atu ikrarnya, tanpa adanya
suatu keputusan hakim. Tegasnya setelah ada pernyataan wakaf, maka
dengan sendirinya harta itu berkedudukan sebagai harta benda wakaf,

3 Muaffiquddin 1bn Qudamah, al- Mughni. Juz VI (Beirut Lebanon: Dar al- Kutub al limiah.
tt). 227.
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artinya orang yang berwakaf tidak lagi mempunyai kewenangan apa-apa
atas harta wakaf tersebut.*®

Sedangkan menurut Madzhab Hanafi, wakaf itu hanya merupakan
sedekah. Oleh karenanya, selama hakim belum memutuskan bahwa harta
itu merupakan harta wakaf, maka harta tersebut masih belum berkedudukan
sebagai harta benda wakaf.*®

Dari uraian diatas, yang penting diketahui adalah bahwa apabila suatu
harta telah dijadikan harta wakaf, maka hak milik dari harta yang telah
diwakafkan tidak lagi menjadi milik orang yang berwakaf, tidak pula
menjadi kepunyaan badan atau lembaga wakaf, melainkan menjadi
kepunyaan Alloh SWT.

3. Harta Benda Wakaf Menurut UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
Pengertian harta benda wakaf menurut Pasal 1 angka 5 UU Nomor
41 Tahun 2004 Tentang Wakaf:

“Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama

dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut

syariah yang diwakafkan oleh wakif.”

Perbuatan mewakafkan memang perbuatan yang suci,mulia dan
terpuji sesuai dengan ajaran islam. Berhubung dengan itu maka, tanah-
tanah (harta wakaf) yang hendak diwakafkan itu betul-betul merupakan
milik bersih dan tidak ada cacatnya ditinjau dari sudut pemilikan.*’

Seperti yang kita ketahui bahwasannya sifat-sifat harta (benda)
yang diwakafkan adalah harta yang tahan lama dan bermanfaat, Karena
dengan manfaat dari harta yang tahan lama tersebut itulah yang
diharapkan pahala wakaf akan terus mengalir. Adapun syarat-syarat dari
harta yang diwakafkan adalah:

a. Harta yang diwakafkan harus berupa benda yang bernilai
(mutagawwam).® Pengertian harta yang mutagawwam ialah segala
sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan
normal (bukan dalam keadaan darurat). Tidak sah mewakafkan sesuatu
yang bukan harta, seperti manfaat dari rumah sewaan untuk ditempati.

% Saroso,dkk, Tinjauan Yuridis...,12.

% |hid, 12.

%7 Suparman Usman, Hukum..., 74.

% Wahbah az-Zuhaili, al-Fighu al-islami..., 7634
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b. Harta yang diwakafkan harus jelas wujud dan ukurannya agar tidak
terjadi perselisihan dikemudian hari.

c. Harta yang diwakafkan harus jelas milik si wakif dan juga merupakan
benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, dan sengketa
dengan harta benda.wakaf yang dialihkan, hanya jika jika jelas-jelas
untuk maslahat yang lebih besar.

Berdasarkan pandangan tersebut diatas, maka tanah yang
mengandung pembebanan seperti hipotik, tanah dalam proses perkara dan
sengketa, tidak dapat diwakafkan sebelum masalahnya diselesaikan
terlebih dahulu.®

Adapun menurut Pasal 16 UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang
Wakaf, pembagian harta benda wakaf terdiri dari :

a) Benda tidak bergerak

b) Benda bergerak

Yang dimaksud dengan benda tidak bergerak meliputi:

a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.* Dapat
juga diikuti dengan bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di
atas tanah,*' dan juga tanaman serta benda lain yang berkaitan dengan
tanah.*?

b. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan syariah
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wakaf untuk benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa
habis karena dikonsumsi,** meliputi:

Uang

Logam mulia

Surat berharga

Kendaraan

Hak atas kekayaan intelektual

Hak sewa

o A =

* Ibid, 74.

“0 pasal 16 (2) poin a Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
* pasal 16 (2) poin b

*2 pasal 16 (2) poin ¢

*8 pasal 16 (3)
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g. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan
peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Dikemukakan pula bahwa jenis harta benda wakaf meliputi 3
(tiga) jenis,* yaitu:

a. Benda tidak bergerak
b. Benda bergerak selain uang, dan
c. Benda bergerak berupa uang.

Salah satu perbedaan UU No. 41 / 2004 dengan Peraturan
Pemerintah No. 28 Tahu 1977 adalah ruang lingkup substansi yang
diaturnya. UU ini mengatur wakaf dalam lingkup yang lebih luas, tidak
terbatas hanya pada wakaf tanah milik. UU ini membagi benda wakaf
menjadi benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak
contohnya hak atas tanah, bagunan atau bagian bangunan, tanaman dan
benda lain yang berkaitan dengan tanah, serta hak milik atas rumah susun.
Sedangkan benda bergerak contohnya adalah uang, logam mulia, surat
berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual dan hak sewa.

Mengkaji wakaf hak milik atas satuan rumah susun sebenarnya
membahas perluasan makna harta benda wakaf yang inovatif dalam UU
No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf untuk kesejahteraan umat. Dan
menganalisa hukum satuan rumah susun menurut perundang-undangan
yang berlaku juga dikarenakan terjadi pergolakan pendapat Figh Islam
yang tajam dalam rumah susun yang karena di dalamnya terdapat unsur
bersama atas hak dalam rumah susun.

Unsur kebersamaan dalam hak atas satuan rumah susun termasuk
pasal 8 (3) UU No 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun, hak milik atas
satuan rumah susun juga meliputi hak atas bagian bersama, benda
bersama, dan tanah bersama, yang merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dengan satuan yang bersangkutan®.

Ketentuan atas rumah susun dalam wakaf senada dengan pendapat
madzhab Maliki. Dalam kitab Syarkh al-kabir yang dikutip oleh abu
zahroh, dinyatakan bahwa ruang angkasa (sesuatu diatas bangunan) dapat
diwakafkan terlepas dari bentuk bangunannya karena tanah adalah sama
sekali tidak terpengaruh sama sekali dengan bangunan diatasnya.
Kemudian argumennya tidak lain adalah bahwa ruang angkasa (sesuatu
diatas bangunan) dapat diwakafkan jika ruang angkasa (sesuatu diatas

* Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 128
*® Pasal 8 (3) UU No 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun
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tanah) tersebut dapat diperjual belikan, dapat diserahterimakan, bahkan
dari sisi kemanfaatannya juga dapat diperuntukkan bagi pemilik tanah dan
peruntukan wakaf*.

Dengan demikian tampak jelas bahwa wakaf atas hak satuan
rumah susun terdapat pijakan hokum dari madzhab Maliki. Dan wakaf hak
atas satuan rumah susun dapat diwakafkan karena mayoritas madzhab
Figh melegalkan wakaf harta bersama. Yang dalam hal ini wakaf ha katas
satuan rumah susun terkandung unsur bersama.

4. Harta Benda Wakaf Menurut UU No 16 Tahun 1985 Tentang Rumah
Susun

Menurut ketentuan UU No 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun,
ruang lingkup jenis benda tidak bergerak yang dapat diwakafkan adalah
wakaf hak milik atas satuan rumah susun.

Wakaf hak milik atas satuan rumah susun adalah objek wakaf
yang tergolong baru yang ditetapkan UU No 41 Tahun 2004 Tentang
Wakaf dan Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2006 Tentang Pelaksanaan
UU 41 Tentang Wakaf.*’

Konsep rumah susun setidaknya berhubungan dengan beberapa
teknis dan pengertian yang berkaitan dengan rumah susun,* yaitu:

1. Rumah Susun
“Rumah Susun adalah Bangunan Gedung bertingkat yang dibangun
dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang
distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal dan vertikal
merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan dihuni
secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan
bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama » 49

2. Satuan Rumah Susun
“Bagian dari sistem rumah susun yang utama bagi pemilik adalah
satuan rumah susun, yang merupakan bagian dari rumah susun yang
tujuan peruntukkannya digunakan secara terpisah sebagai tempat hunian
yang syaratnya harus mempunyai sarana ke jalan umum sehingga

* Abu Zahroh, Muhadlaraat Fil-Waqf, (Kairo: Dar al-Fikr al-Araby, 2005), 117
*7 Jaih Mubarrak, Wakaf Produktif, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008), him. 87.
48 |

Ibid, 88
* pasal 1 (1) UU 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun
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pemiliknya dapat leluasa untuk menggunakannya secara individu tanpa

mengganggu orang lain » %0

3. Tanah bersama

“Tanah bersama adalah sebidang tanah yang digunakan atas
dasar hak bersama secara tidak terpisah yang diatasnya berdiri rumah
susun yang ditetapkan batasnya dengan persyaratan izin bangunan”.51
“Rumah susun hanya dapat dibangun di atas tanah yang dikuasai dengan
Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas Tanah Negara atau Hak
Pengelolaan » %2

Jadi, hak atas tanah bersama ini sangat menentukan dapat tidaknya
seseorang memiliki Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. “Hak
pengelolaan hanya dapat diberikan kepada Badan Hukum yang modalnya
dimiliki oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, jika rumah susun
dibangun diatas Hak Pengelolaan maka Penyelenggaraan Rumah susun
wajib menyelesaikan status Hak Guna Bangunan terlebih dahulu sebelum

satuan-satuan rumah susun tersebut terjual » 33

4. Bagian Bersama

“Bagian bersama adalah bagian rumah susun yang dimilki secara
tidak terpisah untuk pemakaian bersama dalam satu kesatuan fungsi
dengan satuan rumah susun”.>* Bagian bersama merupakan struktur
bangunan di rumah susun, semisal: jalan masuk dan jalan keluar dari
rumah susun, ruang untuk umum, Pintu-pintu dan tangga darurat, dan
ruang masuk.

Dengan demikian, bagian-bagian bersama dari rumah susun tidak
dapat dihaki atau dimanfaatkan sendiri oleh pemilik satuan rumah susun
tetapi merupakan hak bersama yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari satuan rumah susun.

%0 pasal 1 (2)
5! pasal 1 (3)
52 pasal 14 (1)
53 pasal 1 (3)
> Pasal 1 (4)
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5. Benda Bersama

“Benda bersama adalah benda-benda yang bukan merupakan
bagian rumah susun tetapi dimiliki bersama serta tidak terpisah untuk
pemakaian bersama”.>® Yang dimaksud benda bersama meliputi: saluran
pembuangan air limbah, pembuangan sampah, dan fasilitas olahraga

Sebagaimana yang telah diketahui sebelumnya bahwa kepemilikan
atas harta yang telah diwakafkan tetap dipegang oleh pemberi wakaf. Hal
ini dapat dipahami dari pengertian wakaf yang dikemukakan Ahmad al
Dardir dalam kitabnya al-Syarh al-Saghir. Bahwa wakaf itu adalah
perbuatan siwaqif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh
mustahiq (penerima wagqif), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk
upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti
mewakafkan uang, dengan mengucapkan lafaz wakaf untuk masa tertentu
sesuai dengan keinginan pemilik.*®

Dalam hal ini Ahmad al Dardir beranggapan bahwa sebelum
wakif mewakafkan barangnya adalah pemilik barang wakaf dan yang asal
adalah menetapkan sesuatu seperti sebelumnya sampai ada sesuatu lain
yang mengahapusnya. Maka ketika tidak ada yang menghapusnya, berarti
kepemilikan masih ada ditangan wakif. Hanya saja kepemilikan tersebut
tidak mutlak, namun dibatasi oleh kondisi yang menjadi tujuan wakaf
tersebut, yaitu bersedekah dengan buah dari harta wakaf. Batasan ini
adalah tidak boleh menjual, menghibahkandan mewariskan barang wakaf
itu.”’

Alasan yang dikemukakan Imam Malik mengapa wakaf itu
berstatus milik siwakif berdasarkan kasus Ibn Umar sebagai pemilik benda
yang diwakafkan yang diperintahkan Rasul untuk mengeluarkan miliknya
itu. Sementara alasan mengenai keabsahan wakaf untuk sementara waktu
ialah berdasarkan atas kenyataan, tidak ada dalil yang mengharuskan
wakaf itu mu’abbad, sementara manfaat benda itu hanya berlaku
sementara waktu saja, maka wakaf itu tidak boleh dijual dengan
pertimbangan al-maslahat al-mursalah.®®

% pasal 1 (5)

% Ahmad al-Dardir, al-Syarah al-Shagir, (Matba’ah Muhammad Ali Sabih, 1985) IV: 203
5" Abdullah Muhammad Abid al-Kabisi, Hukum Wakaf..., 144

%8 Ibid,
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Menurut Mazhab Hanbali secara terkstual, Imam Ahmad berkata
“jika seseorang mewakafkan rumahnya kepada anak saudaranya, maka
rumah itu menjadi miliknya.”>®

Menurut pendapat Abu Hanifah, harta yang telah diwakafkan tetap
berada pada kekuasaan wakif dan boleh ditarik kembali oleh si wakif.
Harta itu tidak berpindah hak milik, hanya manfaatnya saja yang
diperuntukan untuk tujuan wakaf. Dalam hal ini, Imam Abu Hanifah
memberikan pengecualian pada tiga hal, yakni wakaf masjid, wakaf yang
ditentukan oleh keputusan pengadilan dan wakaf wasiat. Selain tiga hal
yang tesebut, yang di lepaskan hanya manfaatnya saja bukan benda itu
secara utuh.”

Adapun menurut Mazhab Maliki, sebagaimana defenisi wakaf
yang di sebutkan sebelumnya, harta yang di wakafkan itu menurut
Malikiyah tetap menjadi milik si Wakif. Dalam hal ini sama dengan Abu
Hanifah. Akan tetapi, Maliki menyatakan tidak boleh mentransaksikannya
atau men-tasarruf-kannya, baik dengan menjualnya, mewariskannya atau
menghibahkannya selama harta itu diwakafkan. Menurutnya, boleh wakaf
untuk waktu tertentu, bukan sebagai syarat bagi Maliki selama-lamanya.
Apabila habis jangka waktu yang telah di tentukan, maka boleh
mengambilnya lagi, walaupun benda itu untuk masjid. Wakaf menurut
interpretasi Malikiyah, tidak terputus hak si wakif terhadap benda yang di
wakafkan. Yang terputus itu hanyalah dalam hal bertasarruf.

Menurut Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun menyatakan pengertian
rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang distrukturkan
secara fungsional dalam arah horizontal dan vertikal yang terbagi dalam
satuan-satuan yang masing-masing jelas batas-batasnya, ukuran dan
luasnya, dan dapat dimiliki dan dihuni secara terpisah. Selain satuan-
satuan yang penggunaannya terpisah dan bagian bersama dari bangunan
tersebut serta benda bersama dan tanah bersama yang di atasnya didirikan
rumah susun, yang karena sifat dan fungsinya harus digunakan dan
dinikmati bersama dan tidak dapat dimiliki secara perseorangan.®:

% Muhammad Ibn Qudamah, Al-mugni li Ibn Qudamah, (Riyad : Maktabah al-Riyad al-
Haditsah, t.t), 601

% Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Figih Wakaf., (Departemen Agama RI. Jakarta:2006). 2

%1 pasal 1 (1) UU 16 Tahun 1985 Rumah Susun
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Dengan demikian, Hak Milik Satuan Rumah Susun / HMSRS
bukan hak atas tanah, tetapi yang berkaitan dengan tanah, dan satuan
rumah susun harus mempunyai sarana ke jalan umum, tanpa mengganggu
dan tidak boleh melalui satuan rumah susun yang lain.®

Pembangunan rumah susun di Indonesia adalah berdasarkan pada
asas kesejahteraan umum, keadilan, dan pemerataan serta keserasian dan
keseimbangan dalam perikehidupan.®®

Menurut Pasal 2 dan (3) UURS, tujuan pembangunan rumah susun
antara lain sebagai berikut:

a.  Memenuhi kebutuhan perumahan yang layak bagi rakyat, terutama
golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah, yang menjamin
kepastian hukum dalam pemanfaatannya.

b. Meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah di daerah perkotaan
dengan memperhatikan kelestarian Sumber Daya Alam dan
menciptakan lingkungan pemukiman yang lengkap, serasi dan
seimbang.

c. Berdasarkan arah kebijaksanaan tersebut di atas, kebijaksanaan
umum pembangunan perumahan tersebut diarahkan untuk:®*

d. Memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dalam lingkungan yang
sehat, secara adil dan merata, serta mampu mencerminkan kehidupan
masyarakat yang berkepribadian Indonesia.

e. Mewujudkan pemukiman yang serasi dan seimbang, sesuai dengan
pola tata ruang kota dan tata daerah serta tata guna tanah yang
berdaya guna dan berhasil guna.

Perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia baik
itu sebagai tempat tinggal, usaha perkantoran, usaha berjualan dan lain
sebagainya. Kita semua mengetahui bahwa untuk mencari rumah yang
layak diperkotaan sangatlah sulit hal ini disebabkan karena keterbatasan
tanah. Oleh karenanya, maka pemerintah mengambil langkah dan tindakan
membangun perumahan secara vertikal yang dikenal dengan Rumah
Susun.

Menurut Oloan Sitorus dan Balans Sebayang ada 3 (tiga) bentuk
system pemilikan, yaitu :

%2 Sutedi Adrian, Hukum Rumah Susun Dan Apartemen (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 144.
%3 Sutedi Adrian, Hukum Rumah Susun Dan Apartemen (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 157.
® Sutedi Adrian, Hukum Rumah..., 158.
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a.  Sistem pemilikan perseorangan
. Sistem pemilikan bersama yang terikat
c.  Sistem pemilikan perseorangan yang sekaligus dilengkapi dengan
system pemilikan bersama yang bebas (condominium).®®

Dilihat dari ketiga kategori diatas, maka rumah susun jelas
merupakan kategori sistem pemilikan ketiga, karena di dalam rumah susun
terkandung sistem pemilikan perseorangan dengan hak bersama yang
bebas.

Mengingat bahwa tujuan dari rumah susun adalah untuk sebagai
tempat tinggal/hunian, maka tentu saja hak milik atas satuan rumah susun
memiliki nilai ekonomis yakni dengan menyewakan kemanfaatannya
kepada pihak lain. Sedangkan hasil dari uang sewa itu diperuntukkan
untuk tujuan wakaf.

Dengan demikian, Penulis menyimpulkan dalam pelaksanaan
wakaf menurut fugaha’ mensyaratkan bahwa harta wakaf harus dimiliki
secara keseluruhan, artinya benda wakaf adalah milik pribadi bukan hasil
sewa atau pinjaman. Dalam hal ini rumah susun tidak boleh diwakafkan
jika wakif tidak mempunyai status pemilik dalam satuan rumah susun.
Oleh karena itu satuan rumah susun boleh diwakafkan dengan syarat
wakif harus berstatus pemilik secara sah, bukan hasil sewa atau pinjam.

Kepemilikan hak tanah pada satuan rumah susun merupakan
sarana penunjang yang kuat agar tujuan pembangunan nasional,
khususnya pembangunan perumahan dan permukiman serta Rumah
Susun, dapat lebih mencapai sasaran untuk mewujudkan masyarakat
yang adil dan makmur®®.

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan uraian diatas dapatlah penulis
simpulkan sebagai berikut:
Pertama, perumahan yang layak, sehat, aman, serasi dan teratur
merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan faktor
penting dalam peningkatan harkat dan martabat manusia. Setiap warga
negara mempunyai hak untuk menempati, menikmati atau memiliki rumah
yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur.

% Sitorus Oloan, dkk Kondominium dan Permasalahannya Mitra Kebijakan Tanah Indonesia,
Cet Ke-1, (Yogyakarta, 1998) 18.
% pasal 33 UUD 1945 (amandemen ke-4)
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Tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam bidang pembangunan
perumahan secara nasional cukup berat, antara lain disebabkan rendahnya
daya beli masyarakat serta keterbatasan lahan dan anggaran untuk
pembangunan perumahan.

Kedua, potensi wakaf di Indonesia baik untuk wakaf harta bergerak
maupun harta tidak bergerak sangat besar. Jika potensi tersebut dapat
diaktualisasikan dan diberdayakan akan dapat membantu mengatasi
persoalan keterbatasan lahan dan keterbatasan anggaran dalam penyediaan
perumahan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu
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